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ABSTRAKSI 

Nama            : Shintia Aisha Dewani Widya Dhana 

NIM              : 202210110311511 

Judul             : “Prosedur Penyelesaian Sengketa Pengembalian Harta Waris  

                          Melalui Kesepakatan Perdamaian yang Menyimpangi  

                          Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 46/Pdt.G/2025/PN.Sby” 

Pembimbing  : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. 

2. Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum. 
 

Penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme perdamaian menjadi alternatif 
yang semakin penting dalam sistem Peradilan Indonesia, khususnya ketika Putusan 
Pengadilan tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan substantif bagi para 
pihak. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis prosedur penyelesaian 
sengketa gugatan pengembalian harta waris melalui kesepakatan perdamaian yang 
menyimpangi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.G/2025/PN.Sby, serta 
mengkaji kedudukan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang 
dikesampingkan oleh kesepakatan perdamaian pada tahap upaya hukum banding. 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan 
kasus, melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan, Peraturan perundang-
undangan, dan data empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perdamaian sukarela yang dilakukan pada Tingkat Banding memiliki legitimasi 
hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sepanjang 
kesepakatan tersebut disahkan dalam bentuk akta perdamaian. Putusan  
Pengadilan Tingkat Pertama pada prinsipnya dapat dikesampingkan demi 
tercapainya kesepakatan yang lebih menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan 
keadilan demi para pihak. Penelitian ini merekomendasikan agar praktik 
penyusunan kesepakatan perdamaian melibatkan Mediator bersertifikat serta 
dikukuhkan melalui Penetapan Pengadilan guna memperkuat daya ikat dan 
mencegah sengketa lanjutan. Selain itu, optimalisasi mediasi sukarela perlu 
didorong sebagai strategi penyelesaian sengketa waris yang lebih efektif, efisien, 
dan berorientasi pada keadilan konstruktif dalam sistem peradilan perdata 
Indonesia.  

Kata Kunci : Prosedur Penyelesaian Sengketa, Pengembalian Harta Waris, 
Kesepakatan Perdamaian 
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ABSTRACT 

Name            : Shintia Aisha Dewani Widya Dhana 

SID              : 202210110311511 

Title             : “Dispute Resolution Procedure For The Return Of Inherited  

                          Property Through a Settlement Agreement That Deviates  

                          From The District Court Decision No.46/Pdt.G/2025/PN.Sby” 

Advisor       : 1. Prof. Dr. Tongat S.H.,M.Hum. 

 2. Dr. Soehartono Soemarto, S.H, M.Hum. 

 

Settlement of civil disputes through a peace agreement mechanism is becoming 
an increasingly important alternative in the Indonesian judicial system, 
particularly when a court ruling does not fully reflect a sense of substantive 
justice for the parties involved. The purpose of this writing is to analyze the 
procedure for resolving inheritance recovery dispute lawsuits through a peace 
agreement that bypasses District Court Decicion Number 46/Pdt.G/2025/PN.Sby, 
and to examine tha legal position of the first-level court ruling that is set aside by 
the peace agreement during the appeal stage. The research method used is 
empirical juridical with a case approach, through analysis of court decisions, 
legislation, and empirical field data. The research results indicate that voluntary 
settlement conducted at the Appellate level has legal legitimacy based on Supreme 
Court Regulation Number 1 of 2016, as long as the agreement is formalized in 
the form of a settlement deed. The decision of the First-Level Court can, in 
principle, be set aside to achieve an agreement that better ensures legal certainty, 
utility, and fairness for the parties. This study recommends that the practice of 
drafting settlement agreements involve certified Mediators and be ratified 
through a Court Ruling to strengthen its binding force and prevent further 
disputes. In addition, optimizing voluntary mediation needs to be encouraged as 
a more effective, efficient, and justice-oriented strategy for resolving inheritance 
disputes within the Indonesian civil justice system.  

Keywords : Dispute Resolution Procedures, Return of Inheritance, Peace 
Agreement. 
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